
1 

 

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG 

  

Nomor 16  Tahun 2011 

 

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG 

NOMOR 16 TAHUN 2011 

TENTANG 

RETRIBUSI JASA UMUM 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA TANGERANG, 
 

Menimbang : a. bahwa Retribusi Jasa Umum merupakan pungutan 
Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan 

oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan 
kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang 
pribadi atau badan dan merupakan salah satu sumber 

pendapatan daerah yang penting guna membiayai 
pelaksanaan pemerintahan daerah yang dilaksanakan 

berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, 
peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan 
memperhatikan potensi daerah; 

b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 

maka sebagai implementasi pelaksanaannya perlu diatur 
tersendiri dengan Peraturan Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan 
Daerah tentang Retribusi Jasa Umum; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3209); 

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang 

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 
18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3518); 
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang 
Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 182 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4010)                         

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4444); 

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4725); 

9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4849); 

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5063); 

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif 
Biaya Tera sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang 
Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3329); 
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 
36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 

Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5145); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang 

Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3527); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang 
Pemeriksaan Motor di Jalan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3528); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4594); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4737); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan 
Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota 
Tangerang Tahun 2008 Nomor 1); 

22. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 5) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan 
Susunan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota 
Tangerang Tahun 2011 Nomor 11); 
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23. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis 

Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 
Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis 

Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 
Nomor 14); 

24. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyidik 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Tangerang 
Tahun 2009 Nomor 5); 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG 

dan 

WALIKOTA TANGERANG 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM. 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Tangerang. 

2. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, 
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang 
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tangerang. 

4. Walikota adalah Walikota Tangerang. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya 

disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kota Tangerang. 

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang 
bertanggungjawab dan berwenang dalam melaksanakan 

pengelolaan dan pemungutan retribusi daerah 

7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang 
retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

8. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang 

merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha atau 
tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, 
perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha 

milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah 
(BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, 

kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,perkumpulan, 
yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau 
organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya 

termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 
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9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, 
adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa 

atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan 
dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 

kepentingan orang pribadi atau Badan. 

10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan 

pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau 
kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang 
pribadi atau Badan. 

11. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan 
oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan 

kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang 
pribadi atau Badan. 

12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang 
menurut peraturan perundang-undangan retribusi 

diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, 
termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 

13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang 
merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk 

memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah 
Kota Tangerang. 

14. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya 
disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran 
retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan 

formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas 
daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh 

Walikota. 

15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya 

disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang 
menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang 
terutang. 

16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang 

selanjutnya disebut SKRDLB, adalah surat ketetapan 
retribusi yang menentukan kelebihan retribusi karena 
jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang 

terutang atau seharusnya tidak terutang. 

17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya 

disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan 
retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga 

dan/atau denda. 

18. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari 

penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan 
besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan 
penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta 

pengawasan penyetorannya. 

19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun 
dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang 
dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan 

suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 
pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk 
tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan 

peraturan perundang-undangan retribusi daerah. 
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20. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah 
adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik 

untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan 
bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi 

daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 

21. Pelayanan kesehatan dasar adalah pelayanan kesehatan 
minimal yang meliputi pemeriksaan, pengobatan, tindakan 

dan pemeriksaan penunjang sederhana sesuai kemampuan 
UPTD Kesehatan Daerah serta UPTD Puskesmas dan 
jaringannya. 

 

 

BAB II 

RETRIBUSI JASA UMUM 

Bagian Kesatu 

Jenis Retribusi Jasa Umum 

Pasal 2 

(1) Jenis Retribusi Jasa Umum dalam Peraturan Daerah ini 
meliputi : 

a. Retribusi Pelayanan Kesehatan; 

b. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat; 

c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; 

d. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; 

e. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; 

f. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; 

g. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang. 

(2) Jenis Retribusi Jasa Umum selain yang diatur dalam 

Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah 
tersendiri yang berpedoman pada peraturan perundang-

undangan. 
 

Pasal 3 

Setiap jenis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum. 

 

Bagian Kedua 
Retribusi Pelayanan Kesehatan 

Paragraf 1 

Nama, Obyek dan Subyek 

Retribusi Pelayanan Kesehatan 

Pasal 4 

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut 

retribusi atas pelayanan kesehatan. 
 

Pasal 5 

(1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan 

kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas 
pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, 

dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang 
dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. 
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(2) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan 
adalah pelayanan pendaftaran, pelayanan kesehatan dasar, 

dan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, 
Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik 

Daerah BUMD), dan pihak swasta. 
 

Pasal 6 

(1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi 
atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan 
Kesehatan. 

(2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan 

Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan 
pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong 
Retribusi Jasa Umum Pelayanan Kesehatan. 

 
 

Paragraf 2 

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa 
Retribusi Pelayanan Kesehatan 

Pasal 7 

Tingkat penggunaan Jasa pada Retribusi Pelayanan Kesehatan 
diukur berdasarkan jenis pelayanan, bahan atau peralatan 

yang digunakan, dan frekuensi pelayanan kesehatan yang 
diberikan. 

 
 

Paragraf 3 

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur 
Dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan 

Pasal 8 

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif ditetapkan 
dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang 

bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, 
dan efektivitas pengendalian atas pelayanan kesehatan. 

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya 
operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal. 

(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan 
biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk 

menutup sebagian biaya. 
 

Paragraf 4 

Struktur dan Besarnya Tarif 
Retribusi Pelayanan Kesehatan 

Pasal 9 

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan 
ditetapkan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah ini. 
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Bagian Ketiga 

Retribusi Pelayanan 

Pemakaman dan Pengabuan Mayat 

Paragraf 1 

Nama, Obyek dan Subyek Retribusi Pelayanan 
Pemakaman dan Pengabuan Mayat 

Pasal 10 

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan 
Mayat dipungut retribusi atas pelayanan pemakaman dan 
pengabuan mayat. 

 
 

Pasal 11 

Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 
adalah pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang 

meliputi : 

a. pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian 

dan pengurukan, pembakaran/pengabuan mayat; dan 

b. sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan 
mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah. 

 
 

Pasal 12 

(1) Subjek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan 
Mayat adalah orang pribadi atau Badan yang 

menggunakan/menikmati pelayanan penguburan/ 
pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, 
pembakaran/pengabuan mayat dan sewa tempat 

pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang 
dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. 

(2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan 
Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan 

pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong 
Retribusi Jasa Umum Pelayanan Pemakaman dan 
Pengabuan Mayat. 

 
 

Paragraf 2 

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa 
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 

Pasal 13 

Tingkat penggunaan Jasa pada Retribusi Pelayanan 
Pemakaman dan Pengabuan Mayat diukur berdasarkan jenis 

pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan 
pengurukan, pembakaran/pengabuan mayat dan sewa tempat 

pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang 
diberikan. 
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Paragraf 3 

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur 

Dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan 
Pemakaman dan Pengabuan Mayat 

Pasal 14 

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif ditetapkan 
dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang 

bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, 
dan efektivitas pengendalian atas pelayanan Pemakaman 
dan Pengabuan Mayat. 

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya 

operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal. 

(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan 

biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk 
menutup sebagian biaya. 
 

Paragraf 4 

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan 

Pemakaman dan Pengabuan Mayat 
Pasal 15 

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pemakaman 

dan Pengabuan Mayat ditetapkan dengan rincian sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 
Bagian Keempat 

Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum 

Paragraf 1 

Nama, Obyek dan Subyek 

Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum 

Pasal 16 

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 
dipungut retribusi atas penyediaan pelayanan parkir di tepi 
jalan umum. 

 

Pasal 17 

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah 
penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang 

ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 18 

(1) Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 
adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ 
menikmati pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. 

(2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan 

Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan 
pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong 
Retribusi Jasa Umum Pelayanan Parkir di Tepi Jalan 

Umum. 
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Paragraf 2 

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa 

Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum 

Pasal 19 

Tingkat penggunaan Jasa pada Retribusi Pelayanan Parkir Di 
Tepi Jalan Umum diukur berdasarkan jenis pelayanan parkir 
ditepi jalan umum yang diberikan. 

 

Paragraf 3 

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur 

Dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan 
Parkir Di Tepi Jalan Umum 

Pasal 20 

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif ditetapkan 
dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang 

bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, 
dan efektivitas pengendalian atas pelayanan parkir di tepi 

jalan umum. 

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya 

operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal. 

(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan 

biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk 
menutup sebagian biaya. 
 

Paragraf 4 

Struktur dan Besarnya Tarif 

Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum 

Pasal 21 

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi 

Jalan Umum ditetapkan dengan rincian sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
 

Bagian Kelima 

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 

Paragraf 1 

Nama, Obyek dan Subyek 

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 

Pasal 22 

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 
dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan 
bermotor. 

 
Pasal 23 

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah 
pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor, termasuk 
kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah 
Daerah. 
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Pasal 24 

(1) Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah 

orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati 
pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor. 

(2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan 
Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan 

pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong 
Retribusi Jasa Umum Pelayanan Pengujian Kendaraan 
Bermotor. 
 

Paragraf 2 

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa 

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 

Pasal 25 

Tingkat penggunaan Jasa pada Retribusi Pengujian Kendaraan 

Bermotor diukur berdasarkan jenis pelayanan pengujian 
kendaraan bermotor yang diberikan. 

 

Paragraf 3 

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur 
Dan Besarnya Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 

Pasal 26 

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif ditetapkan 

dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang 
bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, 
dan efektivitas pengendalian atas pengujian kendaraan 

bermotor. 

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya 

operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal. 

(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan 
biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk 
menutup sebagian biaya. 
 

Paragraf 4 

Struktur dan Besarnya Tarif 

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 

Pasal 27 

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan 
Bermotor ditetapkan dengan rincian sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 

Bagian Keenam 
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 

Paragraf 1 

Nama, Obyek dan Subyek 

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 

Pasal 28 

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 
dipungut retribusi atas Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran. 
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Pasal 29 

Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah 
pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam 

kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat 
penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat 
pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat 

penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh 
masyarakat. 

 

Pasal 30 

(1) Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 

adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ 
menikmati pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat 
pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan 

alat penyelamatan jiwa dari Pemerintah Daerah terhadap 
alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan 

kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki 
dan/atau dipergunakan oleh masyarakat. 

(2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan 
Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan 
pembayaran Retribusi. 

 
 

Paragraf 2 

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa 
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 

Pasal 31 

Tingkat penggunaan Jasa pada Retribusi Pemeriksaan Alat 
Pemadam Kebakaran diukur berdasarkan jenis dan frekuensi 

pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang diberikan. 
 

 
Paragraf 3 

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur 
Dan Besarnya Tarif Retribusi Pemeriksaan 

Alat Pemadam Kebakaran 

Pasal 32 

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif ditetapkan 

dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang 
bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, 
dan efektivitas pengendalian atas pemeriksaan alat 

pemadam kebakaran. 

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya 

operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal. 

(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan 
biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk 

menutup sebagian biaya. 
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Paragraf 4 

Struktur dan Besarnya Tarif 

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 

Pasal 33 

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemeriksaan Alat 
Pemadam Kebakaran ditetapkan dengan rincian sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
 

Bagian Ketujuh 

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 

Paragraf 1 

Nama, Obyek dan Subyek 
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 

Pasal 34 

Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan 
Kakus dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan dan/atau 

penyedotan kakus. 
 

Pasal 35 

(1) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 
adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus 
yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. 

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau 

penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau 
dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta. 
 

Pasal 36 

(1) Subjek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 
adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ 

menikmati pelayanan Penyedotan Kakus. 

(2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan 
Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan 
pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong 

Retribusi Jasa Umum Pelayanan Penyedotan Kakus. 
 

Paragraf 2 

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa 
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 

Pasal 37 

Tingkat penggunaan Jasa pada Retribusi Penyediaan dan/atau 
Penyedotan Kakus diukur berdasarkan volume air kotor/tinja 

yang disedot, volume limbah tinja yang di kirim ke Instalasi 
Penyedotan Lumpur Tinja (IPLT) serta jarak tempuh ke lokasi 

penyedotan. 
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Paragraf 3 

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur 

Dan Besarnya Tarif Retribusi Penyediaan 
dan/atau Penyedotan Kakus 

Pasal 38 

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif ditetapkan 
dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang 

bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, 
dan efektivitas pengendalian atas pelayanan penyedotan 
kakus. 

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya 
operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal. 

(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan 
biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk 
menutup sebagian biaya. 

 

Paragraf 4 

Struktur dan Besarnya Tarif 
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 

Pasal 39 

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyediaan dan/atau 
Penyedotan Kakus ditetapkan dengan rincian sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
 

 
Bagian Kedelapan 

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 

Paragraf 1 

Nama, Obyek dan Subyek 
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 

Pasal 40 

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut 

retribusi atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, 
timbang dan perlengkapannya, pengujian barang dalam 
keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan. 
 

Pasal 41 

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah : 

a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan 

perlengkapannya; dan 

b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang 
diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

Pasal 42 
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(1) Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang 
pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati 

pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan 
perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan 

terbungkus. 

(2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan 

Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan 
pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong 
Retribusi Jasa Umum Pelayanan Tera/Tera Ulang. 

 

Paragraf 2 

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa 
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 

Pasal 43 

Tingkat penggunaan Jasa pada Retribusi Pelayanan Tera/Tera 

Ulang diukur berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, 
jenis, kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan. 

 

Paragraf 3 

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur 
Dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 

Pasal 44 

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif ditetapkan 
dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang 
bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, 

dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tera/tera ulang. 

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya 
operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal. 

(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan 
biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk 
menutup sebagian biaya. 
 

Paragraf 4 

Struktur dan Besarnya Tarif 
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 

Pasal 45 

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera 

Ulang ditetapkan dengan rincian sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 

 
BAB III 

PEMUNGUTAN RETRIBUSI 

Bagian Kesatu 

Wilayah Pemungutan 

Pasal 46 

Retribusi Daerah yang terutang dipungut di wilayah Daerah. 
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Bagian Kedua 
Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, 

Angsuran dan Penundaan Pembayaran 

Pasal 47 

(1) Penentuan pembayaran Retribusi yang terutang dilunasi 
sekaligus. 

(2) Tempat pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau 
tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota. 

(3) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada wajib 
Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam 
kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang 

ditentukan. 

(4) Angsuran pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud 
ayat (3) harus dilakukan secara tertentu dan berturut-turut 
dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan 

dari jumlah Retribusi yang belum atau kurang dibayar. 

(5) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada Wajib 

Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai 
batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan 

yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) 
sebulan dari jumlah Retribusi. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat 
mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara 
pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (4) dan 

ayat (5), diatur dengan Peraturan Walikota. 
 

Bagian Ketiga 

Tata Cara Pemungutan dan Penagihan 

Pasal 48 

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau 

dokumen lain yang dipersamakan. 

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu 
langganan. 

(3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat 

pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi 
administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap 
bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang 

dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan 

pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan 
Walikota. 

 

Pasal 49 

(1) Penagihan Retribusi terutang menggunakan STRD dan 

didahului dengan Surat Teguran. 

(2) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang 
sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan 

Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak 
jatuh tempo pembayaran. 
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(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat 
Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib Retribusi 

harus melunasi Retribusinya yang terutang. 

(4) SuratTeguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh 
Pejabat yang ditunjuk. 

(5) Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran/ 

peringatan/surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan 
Walikota. 

 

Bagian Keempat 
Pemanfaatan 

Pasal 50 

(1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis 
Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang 

berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang 
bersangkutan. 

(2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan 
Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah. 

 
Bagian Kelima 

Keberatan 

Pasal 51 

(1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya 

kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau 
dokumen yang dipersamakan. 

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia 

dengan disertai alasan-alasan yang jelas. 

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 
3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika 

Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka 
waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar 

kekuasaannya. 

(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak 

atau kekuasaan wajib Retribusi. 

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar 

Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi. 
 

Pasal 52 

(1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan 
sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi 
keputusan atas keberatan yang diajukan dengan 

menerbitkan Surat Keputusan Keberatan. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, 
bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan 
oleh Walikota. 
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(3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima 
seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah 

besarnya Retribusi yang terutang. 

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

telah lewat dan Walikota tidak memberi keputusan, 
keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. 

 

 
Pasal 53 

(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau 

seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan 
dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) 

sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan. 

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan 

diterbitkannya SKRDLB. 
 

 

 

BAB IV 

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN 

Pasal 54 

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat 

mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota. 

(2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, 

sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan 
pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
harus memberikan keputusan. 

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan 
suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran 

Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus 
diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1(satu) bulan. 

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, 
kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi 

terlebih dahulu utang Retribusi tersebut. 

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 
paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB. 

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi 

dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan 
imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas 
keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran 

Retribusi. 

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian 

kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota. 
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BAB V 

KEDALUWARSA PENAGIHAN 

Pasal 55 

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi 

kedaluwarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung 
sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib 
Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi 

Daerah. 

(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tertangguh jika : 

a. diterbitkan Surat Teguran; atau 

b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik 

langsung maupun tidak langsung. 

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan 

dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut. 

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi 
dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang 

Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah. 

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat 
diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau 
penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh 

Wajib Retribusi. 
 

Pasal 56 

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena 
hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat 

dihapuskan. 

(2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang 

Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1). 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan 
Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan 

Peraturan Walikota. 
 
 

BAB VI 

PEMERIKSAAN 

Pasal 57 

(1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji 
kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dalam 

rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan 
Retribusi Daerah. 

(2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib : 

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau 
catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen 
lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang 

terutang; 
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b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau 
ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan 

guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau 

c. memberikan keterangan yang diperlukan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan 
Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota. 

 

 
BAB VII 

PENINJAUAN KEMBALI TARIF RETRIBUSI 

Pasal 58 

(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun 

sekali. 

(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan 

perkembangan perekonomian. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan tarif Retribusi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan 
Peraturan Walikota. 

 

 

BAB VIII 

KETENTUAN PENYIDIKAN 

Pasal 59 

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan 

Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai 
Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di 
bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Hukum Acara Pidana. 

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan 

Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang 
berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah : 

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti 
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak 

pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan 
tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; 

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan 

mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran 
perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak 
pidana Retribusi; 

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi 
atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang 

Retribusi; 
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d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan 
dengan tindak pidana di bidang Retribusi; 

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan 
bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta 

melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; 

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan 
tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi; 

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang 
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat 
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa 

identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; 

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak 
pidana Retribusi; 

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan 
diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 

j. menghentikan penyidikan; dan/atau 

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran 

penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
memberitahukan dimulainya penyidikan dan 

menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut 
Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik 
Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 
 

 
BAB IX 

KETENTUAN PIDANA 

Pasal 59 

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya 

sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana 
kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling 
banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau 

kurang dibayar. 
 

Pasal 60 

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, merupakan 

penerimaan negara. 
 

 

BAB X 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 61 

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih 

terutang berdasarkan Peraturan Daerah ini mengenai jenis 
Retribusi Jasa Umum, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan 
Daerah ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) 

tahun terhitung sejak saat terutang. 
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BAB XI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 62 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka : 

1. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang 
Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penanggulangan Bahaya 
Kebakaran Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Tangerang; 

2. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2000 

tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan 
Mayat; 

3. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 10 Tahun 2000 

tentang Retribusi Penyedotan dan Penggunaan Fasilitas 
Pengolahan Lumpur Tinja; 

4. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pengujian 
Kendaraan  Bermotor sebagaimana telah diubah Peraturan 
Daerah Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pengujian 
Kendaraan Bermotor; 

5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pelayanan 

Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah  Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pelayanan 
Kesehatan; 

6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Ijin 

Pembuangan Limbah Cair (Lembaran Daerah Kota 
Tangerang Tahun 2003 Nomor 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
 
 

Pasal 63 

(1) Peraturan Walikota yang mengatur pelaksanaan atas 
Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) 

tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku. 

(2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah Peraturan 

Walikota yang mengatur tentang Retribusi Pelayanan 
Kesehatan dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 
ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukan. 

 
 

Pasal 64 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 
2012, kecuali khusus Retribusi Pelayanan Kesehatan  

diberlakukan paling lambat 1 April 2012 dan Retribusi 
Pelayanan Tera/Tera Ulang diberlakukan paling lambat 1 
Januari Tahun 2014. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang. 

 

Ditetapkan di: Tangerang 
pada tanggal : 30 Desember 2011 

 
WALIKOTA TANGERANG, 

  
 Cap/Ttd 
 

 

 

H. WAHIDIN HALIM 
 

 

Diundangkan di : Tangerang 

pada tanggal  : 30 Desember 2011 
 
SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG, 

 
                          Capt/Ttd 

 
 
 

H. M. HARRY MULYA ZEIN 
 

 

 
 

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2011 NOMOR 16 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 


